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ABSTRAK

Tanah merupakan kebutuhan primer manusia, untuk itu harus didaftarkan guna
memperoleh jaminan kepastian hukum bagi kepemilikannya dengan tertib administrasi, karena
tanah menjadi tempat bagi kehidupan manusia untuk menjalani kegiatan dan tinggal, dengan
mendirikan bangunan hunian atau tempat ia berusaha dan menghasilkan daya kehidupannya. Tanah
dalam kaitan dengan UUPA merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena
menentukan keberadaan dan keberlangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi
individu maupun dampak bagi orang lain. Mengenai kepemilikan hak atas tanah seharusnya diatur
agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, penguasaan dan penggunaan tanah
disebut dengan hukum tanah. Hak penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum,
jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu. Proses pensertipikatan tanah girik
merupakan upaya mendapatkan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah.

Penelitian yang digunakan untuk proses pensertipikatan tanah girik yang akan dibahas
menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada data
sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur tentang hukum, teori hukum, hukum
tanah, pendaftaran tanah.

Penelitian dilengkapi dengan wawancara terhadap PPAT yang menangani kasus tanah girik
tersebut, banyak kendala yang menghambat proses pensertipikatan diantaranya pemalsuan data
kepemilikan hak atas tanah girik sehingga proses pensertipikatan menjadi terhenti. Untuk itu
dibutuhkan PPAT vyang teliti agar proses pensertipikatan yang menjadi wewenangnya dapat

diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Hak atas Tanah, Pensertipikatan Tanah, dan PPAT .
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JURIDICAL REVIEW ON THE LIABILITY OF INDIGENOUS LAND
CERTIFICATION PROCESS OF PPAT ( PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH)

ABSTRACT

Land possession is the most needed by people nowadays need to be registered legally to
receive safety guaranty from legal certainty with the orderly administration, since the land is a
place for human life to undergo activities and stay, building things occupancy or the place to
produce in their life. Land regarding Agrarian Law in Indonesia is important to determines the
existence and the sustainability relation and legal action in both term individuals and impact for
another. The ownership of land rights should arranged by good regulation to avoid conflicts of
interest in the comunity of land use. The rights of land possession can be defined as legal
institution, if not talking about land and particular subject.

This research about girik land as indigenous possession land certification is using juridical
normative method in legal research. This research focus on legislation, literature about land law,
legal theory and legal registry implementation.

Research comes with a result that handling girik’s land comes with much obstacles in the
process of inhibiting certification such as falsification of data ownership rights over the land , so
that the girik land certification process is stalled. For that it needs a thorough process from the
PPAT that his/her jurisdiction to complete the process in accordance with the prevailing
regulations.

Keywords : Land Rights, Land Certification, and PPAT.
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